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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu tahun yang memuat penyesuaian program, kegiatan,
subkegiatan, indikator dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan sesuai
dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang terjadi dalam tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut
dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan, perubahan
asumsi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, perubahan kondisi dan
kebutuhan organisasi, serta penyesuaian terhadap kebijakan penganggaran
Pemerintah Daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh
unit kerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program,
kegiatan, dan subkegiatan secara efektif, efisien, terarah, dan akuntabel.

Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026 tetap mengacu
pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen perencanaan
strategis BPKAD Kabupaten Kendal. Penyusunannya diarahkan untuk mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, inklusif, dan
berorientasi pada pelayanan publik, khususnya dalam rangka meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

BPKAD Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena
itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 diarahkan untuk
mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel serta pengelolaan aset daerah yang semakin optimal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini
masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik
yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan
penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pada masa
yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
memberikan dukungan dan berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Kendal serta memberikan
kontribusi yang optimal bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan Kabupaten Kendal.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi
kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun 2026.

Kendal, 2026

Kepala Badein Rengelolaan Keuangan
dan Aset Dagtéh.Kabupaten Kendal
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ABDUL WAHAE, S Sos., MIDS. M.En.
Pembiha Utama Muda
NIP. 18731021 469703 1002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perubahan Renja Perangkat Daerah Pasal 367, disampaikan bahwa Penetapan Renja
Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD
triwulan 1l dan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Maka, perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mendasarkan pada hasil evaluasi Renja PD
triwulan I1.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian
terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, perkembangan kebijakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Renja sampai dengan periode berjalan. Perubahan Renja diperlukan untuk memastikan
agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan
kegiatan BPKAD tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan mampu
mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan Il ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut disampaikan
oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala
Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi
realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang
menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan
kegiatan.

2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD,
perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2025 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus

ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2026.



4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen).

Dalam pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah, BPKAD terus
berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Penguatan dilakukan melalui
peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah, optimalisasi
pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan ketepatan
waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya Perubahan Renja tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat
Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 246);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);



1.3.

1.4.

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal,

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2026 Nomor 22).

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja

PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi

Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan pendanaan

tahun 2026 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP).

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut :

a. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
dengan tugas dan fungsinya;

b. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
capaian dan proyeksi kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun
anggaran;

c. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
lokasi kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

d. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

e. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
kelompok sasaran kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

f. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan
sertamemproyeksi pendanaandalam rangka menyelaraskan dinamika pelayanan
sampai akhir tahun anggaran;

g. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2026 bagi Perangkat Daerah yang akan
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat
Daerah.

Sistematika Penulisan

Sesuai Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :



BAB |. Pendahuluan

11

1.2

1.3

14

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah,
keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen
Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
Rancangan Perubahan APBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Il Tahun Berkenaan

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, adalah:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil’keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target Kkinerja
hasil’keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK.



2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah
Berisi penjelasan tentang realisasi keuangan perangkat daerah sampai
dengan triwulan Il tahun berjalan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB lll. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan terkait dengan:

Program, Kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya

disertai dengan Lampiran Perubahan RKPD 2026.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.



BAB I
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun
2025 - 2029 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan
berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu
“‘Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan yang Baik, Bersih dan Melayani” yang fokus pada
penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan |l Tahun 2026
dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi
pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja
BPKAD Tahun 2026. Evaluasi ini juga menjadi bahan dalam melakukan identifikasi
terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi serta menentukan langkah tindak
lanjut yang diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja sampai dengan akhir
tahun anggaran.

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal di tahun 2026 sampai dengan Triwulan Il secara umum masih
selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan
terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan
penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Triwulan 1l menunjukkan kinerja yang
optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan.
Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan
kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai
penyedia/penunjang pelayanan publik di bidang umum pada lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat
Kabupaten Kendal.

Sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2026, pelaksanaan Renja BPKAD
Kabupaten Kendal secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran
perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta
peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan manajemen internal

perangkat daerah.



Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja

Sampai Dengan Triwulan Il Tahun 2026

BPKAD Kab. Kendal

No

Program / Kegiatan

Satuan Kinerja

Target
Kinerja

Realisasi
Kinerja

Prosentase
Kinerja

2

3

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Dokumen

50%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Laporan

50%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan

0,5

50%

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Orang

20

10

50%

Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Orang/Bulan

40

65/8

50%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Paket

33,33%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Paket

50%

Penyediaan bahan logistik kantor

Paket

50%

Penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan

Paket

33,33%

10

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Paket

0

11

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Laporan

12

50%

12

Penatausahaan arsip dinamis pada
SKPD

Dokumen

1000

500

50%

Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

13

Pengadaan Mebel

Unit

120

50

41,67%

14

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Unit

50%

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

15

Penyediaan jasa surat menyurat

Laporan

12

50%

16

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Laporan

12

50%

17

Penyediaan jasa pelayanan umum
kantor

Laporan

12

50%

Kegiatan Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah

18

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak, dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau
lapangan

Unit

81

30

37,04%




19

Pemeliharaan peralatan dan mesin
lainnya

Unit

12

41,67%

20

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya

Unit

0,5

50%

Program Pengelolaan Keuangan
Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

21

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
PPAS

Dokumen

50%

22

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS

Dokumen

0%

23

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
RKA-SKPD

Dokumen

53

20

37,74%

24

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD

Dokumen

53

0%

25

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD

Dokumen

0,5

50%

26

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Dokumen

0%

27

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
Serta Kebijakan Bidang Anggaran

Dokumen

12

50%

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

28

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

Dokumen

50%

29

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

Laporan

184

90

32,6%

30

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait

Dokumen

50%

31

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Dokumen

40%

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

32

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

Laporan

79

40

50,63%

33

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Laporan

40%

34

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Laporan

51

20

39,2%




35

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Dokumen

50%

36

Penyusunan Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah

Dokumen

50%

37

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

Orang

31

15

48,4%

Kegiatan Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

38

Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Laporan

266

130

48,9%

39

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

Laporan

0,5

50%

40

Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten / Kota

Laporan

Kegiatan Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

41

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah

Dokumen

50%

Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah

42

Penyusunan Standar Harga

Dokumen

0,5

50%

43

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Dokumen

50%

44

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Laporan

0,5

50%

45

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Laporan

0,5

50%

46

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Dokumen

40%

47

Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

Laporan

12

50%

41,19%
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Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan |l
Tahun 2026, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara umum telah
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan Il terhadap target kinerja
tahunan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran
yang Direncanakan
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026 masih terdapat beberapa subkegiatan yang
realisasi kinerjanya belum mencapai target kumulatif yang direncanakan sebesar
50%. Kondisi tersebut antara lain terdapat pada subkegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar 33,33%, Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan sebesar 33,33%, Pengadaan Mebel sebesar 41,67%,
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 37,04%, serta Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 41,67%.
Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa subkegiatan juga belum
mencapai target kumulatif Triwulan Il, antara lain Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang masih belum terealisasi, Koordinasi,
Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD sebesar 37,74%, Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang belum terealisasi, Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang belum terealisasi, Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar 32,6%, Penyusunan
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan sebesar 40%, Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran sebesar 40%, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 39,2%, Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 48,4%,
serta Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar 48,9%.
Selain itu, terdapat beberapa subkegiatan yang belum menunjukkan realisasi sampai
dengan Triwulan 1l, seperti Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Kondisi
tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik dan tahapan pelaksanaan
kegiatan yang menyesuaikan dengan jadwal, kebutuhan, kebijakan, serta siklus
penganggaran daerah.
Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, subkegiatan Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah juga masih mencapai 40%, sehingga belum memenuhi target

kumulatif sampai dengan Triwulan 1.
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2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran
yang Direncanakan
Sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Kendal
sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026 telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 50% atau
sesuai dengan target kumulatif sampai dengan Triwulan I1.
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, subkegiatan yang
telah memenuhi target antara lain Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan
Logistik Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, serta
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, subkegiatan yang telah
memenuhi target kumulatif antara lain Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait,
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah,
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, serta Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa
subkegiatan telah memenuhi target kumulatif Triwulan II, yaitu Penyusunan
Standar Harga, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah,
Penatausahaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi Barang Milik Daerah, serta
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Terpenuhinya target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah
berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang direncanakan, didukung oleh
koordinasi internal yang cukup baik, ketersediaan sumber daya, serta

pelaksanaan monitoring terhadap capaian kinerja secara berkala.
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3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang
Direncanakan
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026 terdapat subkegiatan yang realisasi
kinerjanya telah melebihi target kumulatif yang direncanakan, yaitu Koordinasi
Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan capaian
sebesar 50,63%.
Capaian tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal
dibandingkan dengan target kumulatif sampai dengan Triwulan II. Kondisi ini dapat
dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas koordinasi dan pelaksanaan pelayanan
administrasi keuangan, kebutuhan percepatan penyelesaian proses penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, serta dukungan koordinasi yang baik antara BPKAD
dengan perangkat daerah dan pihak terkait.
Melebihinya target tersebut merupakan indikasi positif terhadap efektivitas
pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, capaian yang melebihi target tetap perlu
dikendalikan dan dievaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap
sesuai dengan perencanaan, kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, dan
ketentuan yang berlaku.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target
Kinerja Program/Kegiatan
Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja pada beberapa
kegiatan antara lain:
Karakteristik dan tahapan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan yang
pelaksanaannya mengikuti siklus penganggaran daerah dan belum memasuki
tahapan pelaksanaan pada Triwulan Il, seperti kegiatan yang berkaitan dengan
Perubahan KUA-PPAS, Perubahan RKA-SKPD, dan Perubahan APBD.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan tahapan persiapan,
antara lain penyusunan spesifikasi, proses pengadaan, pemilihan penyedia, serta
penyesuaian dengan kebutuhan perangkat daerah, sehingga realisasi beberapa
kegiatan belum mencapai target kumulatif.
Kegiatan yang bersifat insidental atau berdasarkan kebutuhan, seperti pengelolaan
dana tertentu, pemeliharaan kendaraan dan peralatan, serta pengelolaan dana
darurat, yang realisasinya sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi yang
terjadi selama tahun berjalan.
Masih berlangsungnya proses pengumpulan, verifikasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi
data, terutama pada kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan
daerah, sehingga penyelesaian dokumen dan laporan belum seluruhnya dapat
direalisasikan sesuai target kumulatif.
Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja antara lain adanya
perencanaan pelaksanaan kegiatan yang cukup baik, ketersediaan sumber daya
manusia, dukungan anggaran, koordinasi antarbidang dan dengan perangkat

daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
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Sementara itu, capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya
kebutuhan pelayanan dan koordinasi, adanya percepatan pelaksanaan kegiatan,
serta komitmen pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan target yang menjadi
tanggung jawabnya.

5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
Realisasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026 secara umum
belum memberikan implikasi negatif yang signifikan terhadap pencapaian target
Program Renstra BPKAD Kabupaten Kendal, karena sebagian besar kegiatan telah
mencapai target kumulatif sebesar 50% dan beberapa kegiatan yang belum
mencapai target masih memiliki kesempatan untuk dilaksanakan dan diselesaikan
pada Triwulan Il dan Triwulan IV.

Namun demikian, apabila kegiatan yang realisasinya masih rendah tidak segera
mendapatkan perhatian dan percepatan pelaksanaan, maka berpotensi
mempengaruhi pencapaian target tahunan dan selanjutnya dapat berdampak
terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra
BPKAD.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran,
pengelolaan keuangan daerah, pelaporan keuangan, pembinaan perangkat daerah,
serta pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam mendukung
sasaran peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena
itu, keterlambatan penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut perlu diantisipasi agar
tidak menimbulkan akumulasi pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target memberikan
kontribusi positif terhadap pencapaian target Program Renstra dan menunjukkan
bahwa pelaksanaan program telah berada pada jalur yang sesuai dengan
perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya capaian kinerja sampai
dengan Triwulan 1l Tahun 2026, kebijakan dan tindakan perencanaan serta
penganggaran yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,
khususnya terhadap kegiatan yang realisasinya masih di bawah target kumulatif,
dengan menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih terukur sampai dengan akhir
tahun.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik pada tingkat pimpinan
maupun masing-masing bidang, untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan
kegiatan sejak dini dan segera menetapkan langkah tindak lanjut.

Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait, terutama dalam
pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan penyampaian data, dokumen, laporan,

rekonsiliasi, verifikasi, dan konsolidasi.
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Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tahapan siklus
penganggaran daerah, sehingga target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan Il dan
Triwulan IV dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang
sebenarnya.

Melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya terhadap
kegiatan pengadaan peralatan, perlengkapan, mebel, dan kebutuhan operasional
lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan yang bersifat insidental atau
berdasarkan kebutuhan, melalui pemantauan kebutuhan secara berkala dan
kesiapan administrasi sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan apabila
diperlukan.

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan target dan
karakteristik pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan penyusunan perencanaan dan
penganggaran tahun berikutnya agar penetapan target kinerja lebih realistis, terukur,
dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Melakukan penguatan manajemen risiko pelaksanaan program dan Kkegiatan,
terutama terhadap kegiatan yang memiliki potensi keterlambatan, ketergantungan
pada pihak eksternal, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan siklus
penyusunan dan perubahan APBD.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan |l Tahun 2026
menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kendal telah berjalan
cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai
target kumulatif, kondisi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh tahapan
pelaksanaan kegiatan dan karakteristik siklus penganggaran. Oleh karena itu,
diperlukan percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi
secara berkala, serta pengendalian yang lebih intensif pada Triwulan 11l dan Triwulan
IV agar seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan
mendukung pencapaian sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Kendal.
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Perangkat Daerah

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Tabel 2.2

Kabupaten Kendal

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian
Program (Renstra Perangkat

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2026

Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun berjalan

Kode Pemerintahan Daerah Daerah) Tahun 2026 — Tahun 2025 ___ . .
. Realisasi Realisasi Capaian Tingkat
Dan Program/Kegiatan : .
Target Renja Renja ok Program dan Capaian
Perangkat Perangkat Tingkat Kegiatan s/d Realisasi
Daerah Tahun Daerah tahun Reaollsa5| tahun berjalan Target Renstra
2026 2026 sampai %) Tahun 2026 )
Triwulan 11 Tahun 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 |02|01(2.01| 01
01 Program Penunjang Persentase ketercapaian 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
urusan pemerintahan perencanaan dan evaluasi
d kinerja Perangkat Daerah,
aerah
pelayanan umum,
kepegawaian serta keuangan
perangkat daerah
01 |2 (01 Kegiatan Perencanaan, Cakupan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Penganggaran, dan Laporan/Dokumen
Evaluasi Kinerja Perencanaan,
Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
o1 |2 |01 05  |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50 4 dokumen 4 dokumen 100
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
01 2 |01 06  |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan 8 dokumen 8 dokumen 4 dokumen 50 8 dokumen 8 dokumen 100
Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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ol 01 07  [Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 1 laporan 1 laporan 05 50 1 laporan 1 laporan 100
Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01 02 Kegiatan Administrasi Cakupan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Keuangan Daerah Laporan/Dokumen
Keuangan tersusun
01 02 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang 50 orang/bulan 40 orang/bulan 65 orang / 8 50 40 orang/bulan 40 orang/bulan 100
ASN Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN
01 05 Kegiatan Administrasi Cakupan Pelaksanaan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Kepegawaian Perangkat Administrasi
Daerah Kepegawaian Sesuai
Ketentuan
01 05 09 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai 20 orang 20 orang 10 orang 50 20 orang 20 100
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
01 06 Kegiatan Administrasi Cakupan Dukungan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Umum Perangkat Daerah Administratif Perangkat
Daerah yang Dilaksanakan
01 06 02 |Penyediaan peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 3 paket 3 paket 1 paket 33,33 3 paket 3 paket 100
dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
01 06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan 4 paket 4 paket 2 paket 50 4 paket 4 paket 100
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
01 06 04 |Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 12 paket 12 paket 6 paket 50 12 paket 12 paket 100
Kantor Kantor yang Disediakan
01 06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 3 paket 3 paket 1 paket 33,33 3 paket 3 paket 100
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
01 06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 1 paket 1 paket 0 0 1 paket 0 0
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
01 06 09 |Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 25 12 Laporan 12 Laporan 100
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
01 06 10 |Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 1000 Dokumen 1000 Dokumen | 250 Dokumen 25 1.000 Dokumen 1.000 Dokumen 100
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Cakupan Barang Milik 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan
daerah yang Tersedia
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01 07 05 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 120 unit 120 unit 50 unit 41,67 0 0 0
Disediakan
01 07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan 4 unit 4 unit 2 unit 50 0 0 0
Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Cakupan Ketersediaan 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Layanan Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
01 08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 50 12 Laporan 12 Laporan 100
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
01 08 02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 50 12 Laporan 12 Laporan 100
Komunikasi, Sumber Daya Air Penyediaan Jasa
dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
01 08 04 Penyediaan jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan 50 12 Laporan 12 Laporan 100
pelayanan umum kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
01 09 Kegiatan Pemeliharaan Cakupan Barang Milik 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Barang Milik Daerah Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah yang Dipelihara
01 09 02 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 81 unit 81 unit 30 unit 37,04 81 unit 81 unit 100
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
01 09 06 | Pemeliharaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 12 Unit 12 Unit 5 Unit 41,67 12 Unit 12 Unit 100
mesin lainnya Lainnya yang Dipelihara
01 09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 0,5 unit 50 1 Unit 1 Unit 100
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
02 PROGRAM Persentase Kesesuaian APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENGELOLAAN dengan KUA PPAS
KEUANGAN DAERAH Persentase OPD menyusun
laporan keuangan sesuai
standar keuangan
Persentase Pelaporan
Keuangan Tepat Waktu
02 01 Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dok anggaran daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 40 5 Dokumen 5 Dokumen 100
penyusunan Rencana yang disusun (KUAPPAS,
Anggaran RKA, RAPBD, APBD, DPA)
02 o1 01 | Koordinasi dan penyusunan KUA Jumlah Dokumen KUA dan 2 dokumen 2 dokumen 1 50 2 dokumen 2 dokumen 100

dan PPAS

PPAS yang Disusun
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02 01 02 [Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 0 2 dokumen 2 dokumen 100
Perubahan KUA dan Perubahan Perubahan KUA dan
PPAS Perubahan PPAS yang
Disusun
02 01 03 | Koordinasi, penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yang 53 dokumen 53 dokumen 20 dokumen 37,74 53 dokumen 53 dokumen 100
Verifikasi RKA-SKPD Diverifikasi
02 01 03 |Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan RKA-SKPD 53 dokumen 53 dokumen 0 0 53 dokumen 53 dokumen 100
dan Verifikasi Perubahan yang Diverifikasi
RKA-SKPD
02 01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah 1 dokumen 1 dokumen 0,5 dokumen 50 1 dokumen 1 dokumen 100
Peraturan Daerah tentang APBD tentang APBD dan
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
02 01 08 [Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah 2 dokumen 2 dokumen 0 0 2 dokumen 2 dokumen 100
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD
Perubahan APBD dan dan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Daerah A
tentang Penjabaran Perubahan  |Paerah tentang Penjabaran
APBD Perubahan APBD
02 01 09 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Regulasi 12 dokumen 12 dokumen 6 dokumen 50 12 dokumen 12 dokumen 100
Regulasi serta Kebijakan serta Kebijakan Bidang
Bidang Anggaran Anggaran
02 02 Kegiatan Koordinasi dan Jumlah OPD yang dibina 49 OPD 49 OPD 20 OPD 40,8 49 OPD 49 OPD 100
pengelolaan Perbendaharaan dalam pengelolaan
perbendaharaan daerah
02 02 01 [|Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Dokumen Hasil 6 dokumen 6 dokumen 3 dokumen 50 6 dokumen 6 dokumen 100
Daerah Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah
02 02 05 [Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil 84 Laporan 184 Laporan 90 Laporan 32,6 184 Laporan 184 Laporan 100
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Koordinasi, Fasilitasi,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Asistensi, Sinkronisasi,
Perimbangan dan Dana Transfer Supervisi, Monitoring, dan
Lainnya Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
02 02 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50 2 dokumen 2 dokumen 100
dan Pengeluaran Kas Serta Rekonsiliasi Data
Pemungutan dan Pemotongan Penerimaan dan
atas SP2D dengan instansi Pengeluaran Kas serta
terkait Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
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02 02 10 [Penyusunan Petunjuk Teknis Jumlah Petunjuk Teknis 5 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 40 5 dokumen 5 dokumen 100
/Administrasi Keuangan yang Administrasi Keuangan yang
berkaitan dengan penerimaan dan Berkaitan dengan
pengeluaran kas serta Penerimaan dan
penatausahaan dan Pengeluaran Kas serta
pertanggungjawaban sub kegiatan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
02 03 Kegiatan Koordinasi dan Jumlah OPD yang dibina 51 OPD 51 OPD 25 49,02 51 OPD 51 OPD 100
Pelaksanaan Akuntansi dalam penyusunan laporan
dan Pelaporan Keuangan keuangan
Daerah
02 03 01 | KoordinasiPelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 79 Laporan 79 Laporan 40 Laporan 50,63 79 Laporan 79 Laporan 100
/Akuntansi Penerimaan Koordinasi Pelaksanaan
dan Pengeluaran Kas Akuntansi Penerimaan dan
Daerah Pengeluaran Kas Daerah
02 03 03 | Koordinasi penyusunan laporan Jumlah Laporan 5 Laporan 5 Laporan 2 Laporan 40 5 Laporan 5 Laporan 100
pertanggungjawaban pelaksanaan Pertanggungjawaban
/APBD Bulanan, Triwulanan dan Pelaksanaan APBD Bulanan,
semesteran Triwulanan dan Semesteran
02 03 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 51 Laporan 51 Laporan 20 Laporan 39,2 51 Laporan 51 Laporan 100
SKPD, BLUD dan Laporan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah
Daerah yang Terkonsolidasi
02 03 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Lanjut terhadap LHP BPK atas Tanggapan/Tindak Lanjut
Laporan Pertanggungjawaban Terhadap LHP BPK atas
Pelaksanaan APBD Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
02 03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Panduan Teknis Operasional Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
02 03 11 |Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Jumlah Orang yang 62 orang 31 orang 15 orang 48,4 31 orang 31 orang 100
dan Pertanggungjawaban Mengikuti Pembinaan
Pemerintah Akuntansi, Pelaporan dan
Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota
02 04 Penunjang Urusan Kewenangan Jumlah laporan 266 Laporan 266 Laporan 130 Laporan 48,9 266 Laporan 266 Laporan 100

Pengelolaan Keuangan Daerah

penerima DD,ADD,bagi
hasil pajak dan
retribusi, serta bantuan
tak terduga
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02 04 08 |Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil 266 Laporan 266 Laporan 130 Laporan 48,9 266 Laporan 266 Laporan 100
Penyaluran Bantuan Keuangan Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan
02 04 09 [Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0,5 Laporan 50 1 Laporan 1 Laporan 100
Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak
02 04 10 |Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 1 Laporan 1 Laporan 100
Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota
02 05 Kegiatan Pengelolaan Data Jumlah Data Base Sistem 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50 2 dokumen 2 dokumen 100
dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan yang
. . terpelihara
Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
02 05 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50 2 dokumen 2 dokumen 100
Sistem Informasi Pemerintah Implementasi dan Pemeliharaan
Daerah Bidang Keuangan Daerah | Sistem Info‘rma5| Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
03 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase aset daerah yang 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
BARANG MILIK DAERAH dikelola dengan baik
03 01 Kegiatan Pengelolaan Jumlah barang milik 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100%
Barang Milik Daerah daerah yang dikelola
03 01 01 | Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang 1 Dokumen 1 Dokumen 0,5 Dokumen 50% 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Disusun
03 01 03 |Penyusunan Perencanaan Jumlah  Rencana Kebutuhan 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Kebutuhan Barang Milik Barang Milik Daerah
Daerah
03 01 05 | Penatausahaan Barang Milik Jumlah aset BMD yang 1 Laporan 1 Laporan 0,5 Laporan 50% 1 Laporan 1 Laporan 100
Daerah terpeliharanya
03 01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan 0,5 Laporan 50% 1 Laporan 1 Laporan 100
inventarisasi barang milik
daerah
03 01 10 |Optimalisasi Pengggunaan, Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 40% 5 Dokumen 5 Dokumen 100
Pemanfaatan, pemindahtanganan, Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
03 01 12 [Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 50% 12 Dokumen 12 Dokumen 100

Daerah

laporan barang milik daerah
yang disusun
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal
Tahun 2025 - 2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan
Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu penegakan kode etik dan
integritas serta penguatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan yang transparan,
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta evaluasi kinerja yang
berbasis data dan hasil nyata di lapangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung
pembangunan Kabupaten Kendal yang menitikberatkan pada pembangunan seluruh
aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah
“Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan” melalui beberapa rumusan
strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat
tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki Standar Pelayanan dan tetap berpedoman
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya
pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada,
mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelola
ketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas
utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan 1l Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2026 secara umum memperlihatkan hasil kinerja yang cukup optimal, masih on the track
pada target/proyeksi yang telah ditetapkan.

Perubahan dalam rangka penyelarasan terhadap beberapa program dan
kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

difokuskan demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi.

22



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal

. Realisasi
Target Target Renja
Capaian i
SPM/ Renstra PD PD Tahun P Proyeksi
i Triwulan Il Tahun
No Indikator Standar | KK Tahun 2026 2026 Tahun
Nasional 2026 2027
1. | Indeks Pengelolaan - 76,83 76,83 64,016* 70,00
Keuangan Daerah
2. | Opini BPK - WTP WTP WTP* WTP
3. | Persentase Tindak Lanjut Temuan - 100% 100% 100%* 100%
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah terkait BMD
4. | Nilai SAKIP - 82,35 82,35 78,35 100%
Persentase Penambahan - N 7,00 5,00 4,00* 5,00
Nilai Aset Tetap
6. | Persentase Penurunan SILPA - N 2,53 2,53 -341,02* -4,00
Keterangan: *Angka capaian tahun 2025, dikarenakan capaian tahun 2026 rilis pada akhir tahun.
2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah
Berikut disajikan realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan 1l Tahun Anggaran 2026
Tabel 2.4 Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
PAGU
Program / Kegiatan / i L .
ALY gSubKegia?an Indikator Realisasi sampai Persentase
RKPD 2026 APBD 2026 TW 11 2026 Capaian
(%)
Persentase
ketercapaian
. erencanaan dan
el FEl ) zvaluasi kinerja
j | UeEn REmETrEen g kat Daerah 10.069.035.487 10.230.361.168 4.123.717.058 40,31
Daerah erangkat Daerah, . . d . . . . . . y
pelayanan umum,
kepegawaian serta
keuangan Perangkat
Daerah
Kegiatan Perencanaan, Ceugen
Laporan/Dokumen
Pengangge_lran_, dan DT EMEETRRT
Evalua3| Kinerja e 59.730.000 57.500.000 0 0
erangkat Daerah AN
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
1 Perencanaan Perangkat | Perencanaan 7.500.000 7.500.000 0 0
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil
2 Capaian Kinerja dan Koordinasi 2.230.000 0 0 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Penyusunan
SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi
8 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat 50.000.000 50.000.000 0 0
Daerah
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Kegiatan Administrasi Cakupan
Keuangan Perangkat Laporan/Dokumen 7.737.132.987 8.294.932.168 3.496.287.020 42,15
Daerah Keuangan tersusun
. . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan ; i 7.737.132.987 8.294.932.168 3.496.287.020 42,15
4 . Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN .
Tunjangan ASN
Cakupan
Kegiatan Administrasi | Pelaksanaan
Kepegawaian Administrasi 0 0 0 0
Perangkat Daerah Kepegawaian Sesuai
Ketentuan
Pendidikan dan Jumlah Pegawali
. . Berdasarkan Tugas
Pelatihan Pegawai -
5 dan Fungsi yang 0 0 0
Berdasarkan Tugas dan Menaikuti Pendidik
Fungsi engikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Kegiatan Administrasi igmﬁi@gﬂ}(ungan
Umum Perangkat 1.397.646.000 1.094.566.250 359.609.673 32,85
Perangkat Daerah
Daerah :
yang Dilaksanakan
Penyediaan Peralatan ‘;ig;?;ag:;
6 dan Perlengkapan 102.725.000 111.565.000 34.459.300 30,89
Perlengkapan Kantor
Kantor T
yang Disediakan
Jumlah Paket
7 | Penyediaan Peralatan | Peralatan Rumah 22.043.000 15.418.000 6.895.500 44,72
Rumah Tangga Tangga yang
Disediakan
Penvediaan bahan Jumlah Paket Bahan
8 o isytik kantor Logistik Kantor yang 65.000.000 65.000.000 13.386.000 20,59
9 Disediakan
. Jumlah Paket Barang
Penyediaan barang Cetakan dan
9 cetakan dan Penggandaan yang 75.791.000 75.791.000 20.500.675 27,05
Penggandaan oo
Disediakan
; Jumlah Paket Bahan
Penyediaan bahan
10 bacaan dan peraturan Bacaa(r; dan P%raturan 3.000.000 0 0 0
erundang-undangan Perundang-Undangan
P yang Disediakan
Penyelenggaraan rapat Jumlah Laporan
koordinasi dan Penyelenggaraan
11 konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan 1.038.087.000 775.903.000 266.293.402 34,32
Konsultasi SKPD
Penatausahaan arsip Jumlah Dokumen
12 dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip 91.000.000 50.889.250 18.074.796 35,52
Dinamis pada SKPD
Cakupan Barang
Kegiatan Pengadaan Milik Daerah
Barang Milik Daerah PETTENE 116.000.000 33.500.000 20.812.500 62,13
Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintah Daerah Daerah yang
Tersedia
Jumlah Paket Mebel
13 Pengadaan Mebel yang Disediakan 16.000.000 25.000.000 20.812.500 83,25
Jumlah Unit Peralatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
14 dan Mesin Lainnya Lainnya yang 100.000.000 8.500.000 0 0
Disediakan
Cakupan
. Ketersediaan
Kegiatan Jasa :
Penunjang Urusan e 479.106.500 411.282.750 153.772.939 37,39
Pemerintahan Daerah .
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan jasa surat Jumlah Laporan
15 Penyediaan Jasa 15.000.000 12.500.000 2.373.000 18,98
menyurat
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa
16 komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber 290.650.000 286.093.000 100.239.939 35,04
daya air dan listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penvediaan iasa Penyediaan Jasa
17 Y J Pelayanan Umum 173.456.500 112.689.750 51.160.000 45,40
pelayanan umum kantor
Kantor yang
Disediakan
Cakupan Barang
Kegiatan Pemeliharaan L4 ¢ h .
barang milik daerah DRI [FEA Y
Urusan 266.920.000 338.580.000 93.234.926 27,54

penunjang urusan
pemerintahan daerah

Pemerintahan
Daerah yang
Dipelihara
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Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak,

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang

18 A - 136.500.000 136.500.000 44.069.926 32,29
dan perizinan kendaraan | Dipelihara dan
dinas operasional atau dibayarkan Pajak dan
lapangan Perizinannya
. Jumlah Peralatan dan
19 dpjr?"ﬂ;hs?ﬁg?nﬁ%a'ata” Mesin Lainnya yang 105.420.000 132.080.000 49.165.000 37,22
Dipelihara
Pemeliharaan/ ii?:gp diﬁdggr? unan
rehabilitasi gedung - 9
20 Lainnya yang 25.000.000 70.000.000 0 0
kantor dan bangunan Dinelihara/
lainnya Ipetinara/
Direhabilitasi
Persentase
Kesesuaian APBD
dengan KUA PPAS
b b o Persentase OPD
rogram Pengelolaan menyusun laporan
II" | Keuangan Daerah keuangan sesuai 424.272.981.805 361.073.019.261 132.318.133.003 36,65
standar keuangan
Persentase
Pelaporan Keuangan
Tepat Waktu
Kegiatan Koordinasi Jurilen docI; h
dan Penyusunan yang disusun 415.580.000 415.580.000 42.757.200 10,29
yang disusun .580. .580. 757. ,
522?;?3 Anggaran (KUAPPAS, RKA,
RAPBD, APBD, DPA)
Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA
21 | Penyusunan KUA dan dan PPAS yang 43.520.000 43.520.000 400.000 0,92
PPAS Disusun
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan | Perubahan KUA dan
21 KUA dan Perubahan Perubahan PPAS 27.300.000 27.300.000 0 0
PPAS yang Disusun
Koordinasi, Penyusunan | Jumlah RKA-SKPD
23 | dan Verifikasi RKA- yang Diverifikasi 36.300.000 36.300.000 2.200.000 6,06
SKPD
Koordinasi, Penyusunan | Jumlah Perubahan
24 | dan Verifikasi RKA-SKPD yang 16.850.000 16.850.000 0 0
Perubahan RKA-SKPD | Diverifikasi
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
25 dan Peraturan Kepala Daerah tentang 116.610.000 116.610.000 40.157.200 34,44
Daerah tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
26 P | Daerah tentang 50.000.000 50.000.000 0 0
eraturan Kepala Penjabaran
Daerah tentang Perubahan APBD
Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan Jumlah Dok
Penyusunan Regulasi umiah Dokumen
- ) egulasi serta .000. .000.
27 Sert); Kebi akangB|dan Regulasi 125.000.000 125.000.000 0 0
Anggaran ! 9 Kebijakan Bidang
Anggaran
Kegiatan Koordinasi éPbrT"ahd()IPD yang
dan Pengelolaan Mokl (e Eeto:
Perbendgharaan pengelolaan 344.676.000 344.676.000 970.000 0,28
perbendaharaan
Daerah daerah
Koordinasi dan ‘Illum'llalg Do(ljgume_nd
28 | Pengelolaan Kas Pgﬁgelggar"”?zs an 243.840.000 243.840.000 420.000 0,17
Daerah Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Jum_lah Dok_ume_n
. o o Hasil Koordinasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Fasilitasi, Asistensi,
Supervisi, Monitoring Sinkronisasi,
29 dan Evaluasi Supervisi, Monitoring, 18.830.000 18.830.000 150.000 0,80
Pengelolaan Dana dan Evaluasi

Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana TransferLainnya
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Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas

30 29.510.000 29.510.000 0 0
Pemungutan dan serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D | Pemotongan atas
dengan Instansi Terkait | SP2D dengan Instansi
Terkait
Penyusunan Petunjuk Jumlah Petunjuk
Teknis Administrasi Teknis Administrasi
Keuangan yang Keuangan yang
Berkaitan dengan Berka!tan dengan
) d Penerimaan dan
31 Penerimaan dan Pengeluaran Kas 52.496.000 52.496.000 400.000 0,76
Pengeluaran Kas serta serta Penatausahaan
Penatausahaan dan dan
Pertanggungjawaban Pertangg_ungjawaban
Sub Kegiatan Sub Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Jumlah OPD yang
dan Pelaksanaan dibina dalam
Akuntansi dan penyusunan laporan 142.786.000 136.936.000 1.764.240 1,29
keuangan
Pelaporan Keuangan
Daerah
o Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi Pelaksanaan | koordinasi
Akuntansi Penerimaan
32 Pelaksanaan 11.543.000 11.543.000 615.240 5,33
dan Pengeluaran Kas Akuntansi Penerimaan
Daerah dan Pengeluaran Kas
Daerah
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Pertanggungjawaban
i Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban !
33 Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 86.405.000 86.405.000 150.000 0,17
. dan Semesteran
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
o Jumlah Laporan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
34 ELUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 9.577.000 9.577.000 0 0
euangan D h van
Pemerintah Daerah aerah yang
Terkonsolidasi
Penyusunan Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP Lanjut Terhadap LHP
35 BPK atas Laporan BPK atas Laporan 4.811.000 4.811.000 0 0
- Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan dan
dan Panduan Teknis Panduan Teknis
Operasional Operasional
36 Penyelenggaraan Penyelgnggara_an 8.029.000 8.029.000 999.000 12,44
K ; intah Akuntansi Pemerintah
Akuntansi Pemerinta Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, Mengikuti Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan
37 Pertanggungjawaban dan 22.421.000 16.571.000 0 0
Pemerintah Pertanggungjawaban
Kabupaten/ Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
Jumlah laporan
Kegiatan Penunjang et
Urusan Kewenangan DD,ADD,bagi
hasil pajak dan 423.346.239.805 360.152.127.261 132.272.641.563 36,81
Pengelolaan Keuangan ibusi
Daerah retribusi, serta
bantuan
tak terduga
Analis Perencanaan dan Juml.a.h Laporan Hasil
p | B Analisis Perencanaan
38 enyaluran Bantuan dan Penyaluran 370.667.105.377 321.365.684.300 129.534.239.838 40,31
Keuangan Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana
39 9 Pengelolaan Dana 5.000.000.000 6.700.000.000 2.738.401.725 40,87
Darurat dan Mendesak Darurat dan
Mendesak
Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi Pengelolaan Dana
40 Hasil Kabupaten / Kota bagi Hasil 47.679.134.428 31.286.442.961 0 0
Kabupaten/Kota
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Kegiatan Pengelolaan
Data dan Implementasi
Sistem Informasi

Jumlah dokumen
hasil
implementasi dan
pemeliharaan sistem

. informasi 23.700.000 23.700.000 0 0
Pemerintah Daerah :
. pemerintah
Lingkup Keuangan daerah bidang
Daerah keuangan
daerah
. Jumlah dokumen hasil
:;nplern:enta& d;n implementasi dan
emeliharaan Sistem i i
pemeliharaan sistem
41 | Informasi Pemerintah informasi pemerintah 23.700.000 23.700.000 0 0
Daerah Bidang daerah bidang
Keuangan Daerah keuangan
daerah
Persentase aset
1] Program Pengelolaan daerah yang dikelola
Barang Milik Daerah dengan baik 1.364.827.000 1.357.407.000 234.527.014 17,28
Kegiatan Pengelolaan | Jumiah barang milik 1.364.827.000 1.357.407.000 234.527.014 17,28
Barang Milik Daerah daerah yang dikelola oRmeels AR el :
Penyusunan Standar Jumlah Standar Harga
42 Harga yang Disusun 303.000.000 303.000.000 0 0
Penyusunan Jumlah Rencana
43 | Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Barang 11.200.000 11.200.000 0 0
Barang Milik Daerah Milik Daerah
Jumlah Laporan
Penatausahaan Baran
44 Milik Daerah g Penatausahaan 475.897.000 475.897.000 8.484.135 1,78
Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Jumlah Laporan Hasil
45 | Milik Daerah Inventarisasi (LHI) 39.000.000 39.000.000 0 0
Barang Milik Daerah
Optimalisasi Jumlah Dokumen
Penggunaan, Hasil Optimalisasi
Pemanfaatan, PPenggLfmatan,
: emanfaatan,
46 zem'”dah}:a”gznan' Pemindahtanganan, 328.230.000 328.230.000 222.413.879 67,76
emusnanan, dan Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
47 | Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 207.500.000 200.080.000 3.629.000 1,81
yang Disusun
435.706.844.292 371.860.787.429 136.676.377.075 36,75

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mendasari Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas

BPKAD membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Sehingga BPKAD tidak menampung

usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya menunjang kegiatan masyarakat yang

dilaksanakan oleh dinas teknis lain.

Tabel 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Program / Lokasi Indikator Target Capaian Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja 9 P Dana (Rp.) Penting

(1) (2) 3 (4) ®) (6) )
NIHIL
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BAB Il

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026
Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026
berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Target
No Indikator Satuan SESEmE Perubahan
2025 2026
2026

1. | Indeks Pengelolaan Indeks 64,016 76,83 76,83

Keuangan Daerah

Opini BPK Predikat WTP WTP WTP
3. | Persentase Tindak Lanjut | % 100% 100% 100%

Temuan Pada Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK

atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah terkait

BMD
4. | Nilai SAKIP Poin 78,20 82,35 82,35

3.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan yang Mengalami Perubahan

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 tetap mengacu pada kebijakan dari
Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan
dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang. Hal ini bertujuan
untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat daerah.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran
perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per
kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan rencana kerja ini juga
akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna
penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2026.

Berikut disajikan Tabel Perubahan Renja PD Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Kendal :

28



Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJIA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB, KENDAL

TAHUN 2026
TARGET | REALISASI | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERIA DAN KERANGKA PENDANAAN mmm;, A
LISAN | BOANE UL ) INDIKATOR PROGRAM / ST SN ) TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERIODE | RENJA OPD TARGET SUMBER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN RENJA OPD RKPD bah/ LOKASI TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 TAHUN 2026 | SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 2026 DANA NASIONAL DAERAH
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5,02.0,00,0,00.01.0 [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 435.706,844,292,00) 372.660.787.429,00| 413.293,114.844,00{ 22.413.729.448,00| 445.837.500,000,00
tl UNSUR PENUNIANG URUSAN 435,706.844,292,00| 372,660.787.429,00| 413,293.114.844,00 +22.413.729.448,00| 445,837.500.000,00
5.02 KEUANGAN 435.706.844.292,00| 372.660.787.429,00| 413.293.114.844,00 -22,413.729.448,00 445,837.500.000,00
1. |5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10.069.035.487,00| 10.230.361.168,00 9.569.805.012,00 -499.230.475,00 Perangkat 100 % 11,469.500.000,00
PEMERINTAHAN DAERAH jperencanaan dan evaluasl kinerja Daerah
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah, pelayanan
umum, kepegawalan serta
keuangan perangkat daerah
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Cakupan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 59.730.000,00 57.500.000,00 50.000.000,00 +9.730.000,00 100 % 110.600.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan/Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Peranghat Daerah
5.02.01.2.01.0001 |Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen |4 Dokumen (4 Dokumen |4 Dokumen |4 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00, -7.500.000,00| Kab. Kendal, |PENDAPATAN |Memperkuat reformasi L tata kelola 4 Dokumen 40.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah Perangkat Doerch Semua ASLI DAERAH | politik, hukum dan pemerintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, (PAD) birokrasi, serta birokras| dan DAERAH
Semus k ingk 1 kualitas
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
katan riset dan
korupsi, narkoba, judi, |teknologi
dan penyeludupan.
5.02.012.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan |Jumfak Laporan Capolan Kinerja |8 Laporan |8 Laporan |8 Laporan |8 Laporan |8 Laporan 2.230.000,00 0,00 0,00 -2.230.000,00|Kab. Kendal, |PENDAPATAN |Memperkuat reformasi |Peningkatan tata kelola 8 Laporan 15.000.000,00{ BADAN PENGELOLAAN
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas| | dan Ahtisar Reallsasi Kinerja Semua ASLI DAERAH | politik, hukum dan pemerintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil Kecamatan, (PAD) birokrasi, serta birokrasi dan DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Semua memperkuat peningkatan kualitas
Capaian Kinerja dan ikhtisor Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
Realisasi Kinerja SKPD peningkatan riset dan
korupsi, narkoba, judi,
dan penyeludupan.
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Loporan Evalvasi Kinerja |1 Laporan 1 Laporan 1 Laparan 1Laporan |1 Laporan 50.000.000,00| 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00| Kab. Kendal, PENDAPATAN sat reformasi gk tata kelola 1 Laporan 55.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah Semua ASLI DAERAH |politik, hukum dan | pemerintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, (PAD} |birokrasi, serta |birokras| dan DAERAH
Semua perk pe Il kualitas
Kel/Desa {pencegahan dan pelayanan publik serta
[ riset dan
korupsi, narkoba, judi, |teknologi
dan penyeludupan,
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangat Cakupan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7.737.132.987,00 8.294.932.168,00 7.636.876.012,00 -100.256.975,00 100 % 8.700.000.000,00
Daerah Laporan/Dokumen
Keuangan tersusun
5.02.01.2.02.0001 |Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN |Jumiah Orang yang Menerima 50 Orang/ 37 Orang/ |40 Orang/ 40 Orang/ |40 Orang/ 7.737.132.987,00 8.294.932.168,00 7.636.876.012,00 -100.256.975,00 | Kab. Kendal, DANA t reformasl | Peningkatan tata kelola 50 8.700,000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Gaji dan Tunfangan ASN bulan bulan bulan bulan bulan Semua ALOKASI politik, hukum dan pemerintahan, reformasi Orang/bula KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM (DAU) |birokrasl, serta birokrasi dan n DAERAH
Semua | memperkuat peningkatan kualitas
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
an riset dan
korupsl, narkoba, judi, |teknologi
dan penyeludupan.
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Cakupan Pelaksanaan 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 12.500.000,00 0,00 0,00 -12.500,000,00| 100 % 55.000.000,00
Daerah {Administras
Kepegawaian Sesual
IKetentuan
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5.02.01,2.055009 | Pendldikan dan Pelatihan Pegawal  |Jumlah Pegowoi Berdasorkan 20 Orang o 20 Crang 200mng |20 0rang 12.500.000,00 0,00/ 0,00] -12.500.000,00| Kab. Kendal, PENDAPATAN [N K fi 1 ingk tata kelola 200rang 55,000,000,00| BADAN PENGELOLAAN
Berdasackan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi yong Mengikuti ’ Samua ASUI DAERAH | politik, hukum dan pemerlntahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Pendidikan dan Pefatihar Kecamatan, {PAD) Eirokrasl, sarta ‘birokrast dan DAERAH
Semua k p lualitas
! tKel/Desa pencegshan dsn pelayanan publik szrta
pemberant; k riset dan
korupsl, narkoba, Judt, |teknotogl
dan penyeludupan.
5.02.61.2.08 Adminjstrast Umum Perangkat Cakupan Dukungan 100 % 100 % 100% 100 % 100% 1,307 646,000.00 1.094.568.250,00 1.090.682,750,00 306 463.250,00 100 % 1.529.500.600,00
Casrah d f Perangkat
Daerahyang
Dilaksapakan
5.02,01.2.06.0002 |Penyedisan Peralatan dan | heimlah Poket Peralatan dan 3 Paket 3 Pakst 3 Paket 3 Paket 1 paket 102.725.000,00 111.565.000,00 111.565.000,00 £.840.000,00) Ksb. Kendal, PENDARATAN {Memperk tata kelole 3 Paket 100.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Perlengkzpan Kantor Pirlangkopon Kantor yong Sernua ASLI DAERAH [ politik, hukum dan pemesintahan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Disedlakan Kecamatan, (PADY birokras), sera birckrasl dan DAERAH
Sermiua memperkuat peningkatan kualitas
KelfDesa hand 17 publik serts
[ k rlset dan
korupsi, narkoba, judi, |teknologl
dan penyeludupan,
5.02,01.206.0003  [Penyedisen Perslatan Rumizh Tangga Liumloh Paket Perafstan Aumak |4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 22.043.000,00 15.415.000,00 11,534.500,00 -10,508.500,00| Kab. Kendal, | PENDAPATAN L Peningk tata kelols 4 Pakst 29.000.000,00|8ADAN PENGELDLAAN
Tanggz yang Disedioken Semua ASLI DAERAH [ politix, hukum dan Intat KEUANGAN DAN ASET
Xecamatan, {PAD) birokrasl, serta |pirckrasi dan DAERAH
Sermua memperkust peningkatan kuglitas
Kal/Desa has dan pelay publik serte
pembarbntasan Deningkatan rlset dan
korupsh, narkoka, judi, teknolcgl
dan penyeludupan,
5.02.012.06,0004 |Penyedisan Bahan Loglstik Kantor | fumich Paket Bahan Loglstik 12 Poket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 85.000.000,00{ 65.000.00C,00] 0,00[Kab. Kenda!, PENDAPATAN k Peningk tato kelaly 12 Faket £0,600.000,60| BADAN PENGELDLAAN
Kantor yeng Disedickan Semua ASUI DAERAH |politik, hukum dan pemarintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
{PAD} birokrast, serta | birokras) dan CAERAH
Semua enemperkust |peningkatan kuslitas
Ket/Derta Ipencegahan dan |pelayanan publik serto
fpemberantasan |peningkatan rlset dan
kotupsl, narkeba, jud!, [teknofogl
dan penyeludupan.
5.02,012,06.0005 |Penyedizen Barang Cztakan dzn Jumloh Poket Borang Cetakan don |3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 79.791.000,00/ 75,791.000,00 75,791.000.00 6,00] Kab, Kendal, PENDAPATAN [Memperk fi ¥ tata kelola 3 Paket 78.000.000,00[ BADAN PENGELOLAAN
Fenggandaan Pengyandoon yong Disediakan Semua ASLL DAERAH | politik, hukum dan bemerintahan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Kecamatas, {PAD) birokrasl, certa birckrasi dan DAERAH
Semua memperkuat k kuaiitas
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publikserta
pernberantasan peningkatan rlset dan
kosupsi, narkoba, Jugl, |teknologl
dan penyaiugupan.
502.012.06.0006 |Penyediann Bahan Bacwan dan Jumizh Pakat Bahan Bocoon dan |1 paket 1pakst 1 paket 1 pakst 0 3.000.000,00 0,00/ 0,00 -3.000.000,00] Keb. Kendal, | PENDAPATAN P f | [Peningh tato kelols 1 paket 2.500.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Perundsng-undangan Feraturan Pesundang-Undangan Semun ASL| DAERAH | politik, hukus dan |pemerintahan, reformast KEUANGAN DAN ASET
yong Disediakan |¥ecamatan, (PAD) birokrasl, serta [birokras! den DAERAH
Semus memperkuat Ipaningkatan kualfas
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publlk serta
pemberantasan paningkatan riset dan
ketupsl, narkoba, Judi, [teknologl
dan peiyeludupan.
502012060008  |Penyelengsrazn Repat Koordinasi  [Jumich taperan Penyelenggormpa (12 Lepcran  [12 Laporan |32 Laporan |12 taporan [12 Leporan 1,038.087.000,00 775.903.000,00 775.903.000,00 -262.184.000,00|Kab. Kendal,  |PENDAPATAN k i | [Peningkatan tata kalala 12 Laperan 1.100.000.000,00{ BADAN PENGELOLAAN
dan Kensultas) SKPD Ropat Koordinos! dan Konsultasi Samua ASLI DAERAH |pelit/k, hukum dan pemarintahan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
SKPR Kacamatan, {PAD) birckrasl, serta blrokrasl dan DAERAH
Semua mermnperkuat |peningkatan kuailtes
KelfDesa pencegahan can pelayanan pubfik serta
pemtb = L riset dan
karupsl, narkoba, Judl, |teknologl
dan penysiudupsn,
5.02.01.206.0010  |Penatausahaan Arslp Dinamls peda  |Jum/iah Dokumen Pengtauschaon (3000 1000 1000 1000 1000 91,060.000,00 50.885.250,00 50.889.250.00 ~30.110.750,00{ Kab. Kendal,  |PENDAPATAN |Memperkuat reformas| [Peningiatan tata katala 1500 160.000.000,00| BADAN PEHGELOLAAN
SKPD Arsip Dinarhiig pado SKPD Dolumen  |Dokumen  Dolumen Dokumen  |Dokumen Semua ASLIDAERAH | palitik, hukum dan pemerintahan, refarmast Bokumen KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, (PAD} blrokrasl, serta birckrasl dan DAERAH
Semua k Ingk kualitas
KelfDesa han dan pelayanan publikserts
Initk rliot dan
korupsl, narkoba, Judl, ]teknofogi
dan penyeludupan.
502.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Deerah Cakupan Barang Millk 100% 100% 100% 100% 100% 116,000.000,00 33.500,000,00] 27.283.500,00 -72.,616.500,00 100% 160.000.000,00
Panunjang Urusan Pemerintah Daertah Penunjang
Dazrah Urusan Pemerintahan
daseak vans Tergrdin
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5.02.012.07.0005 |Pengadaan Mebel [ Jumlah Pokat Mebel yang 120 Unlt 130 Ualt 120Unit 120 Unit 120 Unit 16.000.000,00 25.000.000,00 26,483.500,00 10.483.500,00 | Kab, Kendal, PENDAPATAN |M kuat ref | L tata kelals 120 Unlt 165.000.000,00| BADAN PENGELGLAAN
Disediokan Semua ASLI DAERAH  |politik, hukem dan pemerintahan, refarmasl IKEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, (PADY Blrokrash, serta birokrasi dan jDAERAH
Semua k kuolitas
Kel/Cesa pencegahan dan pelsyanan publik serta
pemt k Fiset dan
korupsl, narkoba, Judi, |teknolegl
dan penyeludupan,
5.02012.07.0006 |Pengadaan Peralatan den Mvesin Jumial Enit Peralaton dan Masin |4 bnit 4 Unit s uUnit &Unn qunit 100.000,000,00, 8,500.000,00/ 20,900.000,00 -£9,100.000,00|Kab, Kendsl, |PENDAPATAN |Mamperkust reformasl | Peningkatan tate kelola 4 Unk 55.000.000,00] BADAN PENGELOLAAN
Lainnya Lainmya yang Disedlaken Semub ASLI DAERAH [politik, hukum dan pemerintahan, refarmast KEUANGAN DAN ASET
Kecarmatan, (PAD) |birakrasi, serta birokrasi dsn DAERAH
Semua p k kualitas
KelfDesa pencegohan dan pelayanan publik serta
b risetdan
korupsl, rarkoba, Judi, |teknolegi
dan penyeludupan.
5.02.012.08 Penyedisan Jasa Penunjang Urusen | Cakupan Ketersedlaan 100% 100% 100% 100% 100% 473.108.500,00 411.282.750,00 411282.750,00 «67.823.750,00 100% 525.000.000,00
Pemerintaban Caerah Layanan Penunjang
Urusan Pemerintahan
fiancak
502.012.08.0001 |Penvediaan Jasa SuretMenyurat  |Jumiak Loporan Penyedionn Josa |12 Laporan |12 Laporan |32 teporan |12 Leporan |12 Leporan 15.000.000,00 12.500.000,00 12.500,000,00 -2.500.000,00[Kab. Kendal, | PENDAPATAN |Memperkuat eeformasl Peningkatan tats kelala 12 Laporan 25,000.000,00[BADAN PENGELOLAAN
Surat Memyurat Semua ASLI DAERAH |politik, hukum dan pemerintahan, reformast KEUANGAN DAN ASET
Keeamatan, (PAD) birakrash, sarta birokrast dan DAERAH
Samus k peningk kualitas
KelfDesa panceguhan dan Lpalsyansn publlk serta
pemb rlset dan
korupsl, narkoba, judl, [taknologh
dan penyeludupan.
602.012.08:0002 |Penyedizan Jass Komunikasl, Sumber | fumich Loporan Pemvediaantese |12 Leporan |12 Leporan |12 Laporan |12 Laporan |12 Laporan 250.650.000,00 286,093.000,00 2B5,093.000,00 ~4,557,000,00]Kab. Kendal,  |PENDAPATAN (M kuat L tetakelcla 12 Laporan 290.000.003,00] BADAN PENGELOLAAN
Baya Alr den Listslic Komuntkasi, Sumber Doya Air dan Semua ASLI DAERAH  |politlk, hukum din pemerintehan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Listrik yang Disedlgkon Kecamatan, (PAD) blrak serta birgkrasi dan DAERAH
Semua k kualites
| Xel/Desa pencagahan dan peleyanan publik serta
pemb: fsat dan
korupsl. rarkaba, judl, |teknalog
dan penyeludupan,
50201.2.080004  |Penyzcizan Jasa Pelayansn Umum | Jupluh Loporan Penyedizan Jaso [12 tageran |12 Laparan |12 Laporan |12 Laparan |12 Laporan 178 .458.500,00 112.889.750,00 112.689.750,00 -60.768.750,00[ Kab, Kendsl,  |PENDAPATAN |Memperkuat reformasl | Paningkatan tata keloh 12 Laporan 210.000.000,00| BADAN PENGELCLAAN
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Semua ASLI DAERAH [palitlk, hukum den pemerintahan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Disediakam [Kecamatan, {PAD) blrakras), serta birokrasl dan JDAERAH
Semua P kualitas
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
pemb slset dan
korupsi, rarkoba, Judl, |tekrologh
dan penyeludupan,
5.02.01.2.09 Pemeltharaan parang Milic Dasrah | Cakupan Barang Millk 100% 100% 100% 100% 100% 286.920.000,60 338.580.000,00 343.580.000,00/ 76.650.000,00 100% 350.000.00C,00
' Penun|ang Urusgn Pemerintahan Daerah Perunjang
Dazrah Urusan Pemerintahan
Lasaluans Binalib
5.02.01.2.09.0002 |Peryecd Jasa P Blayalumich Dinas 81 Unit B1Unit 81 Unlt 81 Unit 81 Unht 136.500.000,00 1356.500.000,60 126.500.000,00 0,00 Kab. Kanda?, PENDAPATAN (A kst raformasl |¢ 1ata kelola 81 Unit 160,000.000.00 | LADAN PENGELOLAAN
Pernelibharaan, Pajakdan Perizinan | Operssiono! otow Lapangan yang Semua ASLI DAERAM |palitik, hukum dan |pemerintehan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Kendara#n Dinas O 1 atau lihars dan Pajak Kecamatan, {PAD) blrakrasl, serta |birokrasi dan DAERAH
Lapangan dan Perizinarma Semua kuailtas
Kel/Desa gahan dan if publik sarts
per h riset dan
korugpsl, narkeba, judl, [teknotogl
den penyeludupan,
£02,01.2,09,0006 |Pemellharaan Perglaian dan Masin - |Jumiah Perclaton dan Mesin 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 105.420.000,00 132.080.000,00 132.080.000,0C 26.660.000,00| Ksb. Kencat,  |PENDAPATAN |Memperkuat reformas! | Peninglatan teta kelala 12 Uzt 100.000,000,00| BADAN PENGELOLAAN
Lalnnya Loinmya yang Dipsiihara Semua ASLI DAERAH | politik, hukum dan pemerintahan, reformasi XEUANGAN DAN ASET
- Kecamatan, {PAD) Blrekrasl, serta birokrasl dan DAERAH
Semua P L kustitas
Kel/Desa pencegahan dan tpelayanan publik sarta
L riset dan
korups, narkoba, Judl, |teknofogi
dan penyeludupan,
5,02,01.2,09,0000 |Pemelifinraan/Rehablilitasi Gedung  |Jumich Gedung Kantor den 1 Unit 1 Unit 1Unnt 1Unit 1Unit 25.000.000,00| 70.000,600,00; 75.000.000,00 50,000.000,00| Xob. Xendal, PENDAPATAN {Memparkuat reformasl [Peningkatan tata kelols 1Unlt 130.000.000,00) BADAN PENGELQLAAN
Kantor dan Bangunan Lainnys Bangunan {alphya yapg Semua ASLE DAERAH ]politik, hukum dan pemerintahan, reformas KEUANGAN DAN ASET
Dipelihasa/Lirehabilitast Kecamatan, {PAD) birokrasl, serta birokrasl dan DAERAH
Semca perky kualitas
Kel/Desa han dan | pelayanan publik serta
h riset dan
kerupsl, narkoba, Judi, |teknologl
dan panyeludupan.
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2. |5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kesesualan APBD 100% 100% 100% 1003% 100% 424,272.981.805,00] 361.073.019.261,00| 402.275.902.832,00 -21.997.078.973,00 Perangkat | 100% 432,178.000.000,00
KEUANGAN DAERAH dengan KUA PPAS Daerah
Persantase OPD menyusun
Japeran keuspgan sesusl standar
kevangan
Persantasa Peloporon Kettangan
5.02.022.01 Koordinas? dan Penyusunan Rencana | Jumlgh dok sngg: dasrah yang |5 Dok 5 Dok SDckumen |5 Dolumen |5 Dokumen 415.580.000,00 415,580.000,00 305.580.000,00 ~110.000.004,00 5 Pokymen 808.000.000,00
Anggaran Daerah disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD,
APBD, DPA)
502022010001 ]Koordinasi dan Penyusunan KUA dan [Jurish Dekurnen KUA dan FPAS |2 Dokumen {2 Dokumen |2 Dokumen  [2 Dokumen |2 Dokumen 43.520.000,00 43,520.000,00 43.529.000,00 0,00) Xab. Keadal, PENDAPATAN [Memperkuat reformasi | Penlagkatan tata kelcla 2 Dolumen 55.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
PPAS yong Disustn Semua ASLI DAERAH  [palitlk, hukum can pemerintahan, refarmas! KEUANGAN DAN ASET
Xecamatan, (PAD) |birclqasl, sarta birokrasi dan DAERAH
Semua kualitas
KelfDesa pancegahan dan pelayanan publik sarta
pemberantasan [peningkatan riset dan
korupsl, narkobs, Judl, {teknclogl
dan penyeladupsn,
502022010002  |Koordinas! dan Panyusunan Jumioh Dokumen Perubohan KUA |2 Dokumen |2 Dakumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Delkumen 27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00[Xab. Kandal, |PENDAPATAN [Memperkust reformas) rPenlnglunn teta kelola 2 Dokumen 60.000,000,00| BADAN PENGELCLAAN
Perubahan KUA dan Perubshan PRAS | dan Perubalan PPAS yang Semua ASLI DAERAH  [politik, hukum dan {pemerintahan, refermanl KEUVANGAN DAN ASET
Dirustay |Kecamatan, (PAD) Ibirckrasi, serta birokrasi dan DAERAH
Semua kuat Ingk kualitas
Kel/Deta | pencegzhan dan pelayanan publik serta
per paningkatas riset dan
¥orupsl, narkeba, Judl, [teknologh
dan panysludupsn,
5.02.02.2.01.0003  |Koordinasl, Penyusunan dan Jumioh RKA-SKFD yang 53 Dokumen |53 Dokumen | 53 Dokumen |53 53 36.300.000,00 36.300.000,00 36.200.000,00 9,00)¥ab. Kendal, [PENDAPATAN |Memperkuat reformasi [Peninglatan tata kelols 53 50.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Veriflkasl RKA-SKPD DiverffTkasi Dokummen  |Dokumen semua ASLI DAERAH | polteik, hukum dan pemerintaban, reformasl Dokumen KEUANGAN DAN ASET
| Xecamatan, (PAD} birckrasl, serta bitakratl dan DAERAK
Semua memperkuat Ipeninglatan kualitss
Nel/Desa pencegehan dar pelnyanan publik serte
parmt ingkatan riset dan
korupsl, narkoba, Judi, [teknologl
dan penyeludupan.
6.02,02.2.00.0004 |Xoordinasl, Penyusunan dan Jumiah Parvbohan ARA-SKPD 53 Dokumen |53 Dokumen |53 Dokuthen |53 53 16.850,000,00 18.850.000,00 16.350.000,00/ Q,00|%ah, Kendal, PENGAPATAN |Memperkuat reforenasl | Pentngkatan tats kelols 53 35.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Verlfikes! Perubahan RA-SKPD yong Divesifikesi Dokumen  [Dokumen Sermua ASLI DAERAH | politlk, hukum dan pemerintahan, reformasi Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Xecamatan, {PAD) birokrasl, terta ‘birckrasl dan DAERAH
Semua memperkuat |peningkatan kualitas
Xel/Desa pencegshan dan pelayanan publikserta
P k st dan
karupsl, narkoba, |ud!, |teknofogl
dan penyeludupan,
502.022.02.0007 |Koordinasl dan Penyusunsn Jumich Peraturan Doeroh temtong [1 Dokumen |1 Oskumen |1 Dokumen |1 Dekumer: [1 Dokumen 116.810,000,00| 116.610,000,00| 116.610.000,00 0,00|Kab, Kendal, PENDAPATAN |Mamperkuat refermasl | Peningkatan tote kelola 1 Dakumen 182.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Datrsh tentang APBD dan | APBD don Paraturan Kepala Semua ASLIDASRAH | pelitik, hukum dan pemarintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Peraturan Kepala Deerah tentang Dawrgh temong Penjabaran APBD Xecamatan, (PAD) birokrasl, serta bltckeasi dan DAERAH
Panjabaran APBD Semua memperkuat peningkatan kualttay
Ael/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
pemberantasan peningkatan riset dan
ketupsl, narkoba, judi, |teknologh
den penytludupan.
502.02.2.01.0008 |[Koordinasi dan Penyusunan um/iak Paraturan Doerah tertong |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dekumen |2 Dekumen 5Q.000,000,00 50.000,000,00 $0.000.000,00 0,00)Kab. Kendal, | PENDAPATAN X f 1 tata kelols 2 Dokumnan 130.000.000,00 | BADAN PERGELOLAAN
: Peraturan Oaerah tentang Prrubahan APBD dan Peraturcn Semua ASLIDAERAH | politik. hukum dan pemerintahan, reformas! KEUANGAN PAN ASET
: Perubahan APBD dan Paraturan Kepala Dagrah tentang |Xecamatan, {PAD} birokrasi, serta birokras! dan DAERAH
‘ Kepala Daerah tentang F F P hen APE0D Semua mamperkust peningkatan kuafitas
| Perubahan APAD Kel/Desa pencsgahan dan palayznan publik serta
‘ pemberentasan panirghatan riset don
f korups!, narkoba, judi, |teknologi
‘ dan penyeludupan,
5.02.02.2.01.0005 dan Peny Regulesi [Jumlich Dokumen Regulasiserte |12 Dokumen |12 Dekumen |12 Dokumen [12 12 125.000.000,00/ 125.000,000,00 15.000,000,00/ ~110.000.000,00 | Xab. Kandal, PENDAPATAN k F ata kelola 12 255.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
stria Kebllakan Bidang Anggaran Kebljokan Bidang Anggaran Dokumen | Dokumen Semua ASH| DAERAH | polltik, hukum dan pemerintahan, reformasi Dokumen KEUWANGAN DAN ASET
Kecamatan, {PAD} birokrasi, sena birakrasl dan DAERAH
Semua memperkuat peninghkatan kualitas
Kel/Desa pencegahan dan pelsyznan publik serts
pemberantasan peningkatan riset den
‘ kerups!, narkoba, judi, {teknologt
: dan penyeludupan.
5.02.02.2.02 Koordines! dan Pengelolaan Jumiah OFD yang ditina dalam 49070 4% OPD 43 OFD 49 OPD 49 OFD 344,876.000,00 244.676.000,00 159.676.000,00 -55.000.000,00 49 OPD 340.000.000,00
Perbendaharear Dagrah Ipengelofaan perbendoharaan
daerah
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5.02.02.2.02.000% |Koordinasl dan Pengelolaan Kas ium!ah Dokumien Mas Koordinasi |6 Dokumen |6 Dekumen [6 Dokumen |6 Dokumen |6 Dokumen 243 840.000,00 243.530.000,00| 183.840.000,00 -60,000.600,00] Kab. Xendfal, | PENDAPATAN refomasl 1ata kelota 40 235.000.000,00| BADAN PENGELQLAAN
Daerah dan Pengelolaon Kos Doarah Semug ASLIDAERAH  |politik, hukum dan pemerintehan, refommasi Cakumen KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, {PAD} lbirakrasl, se blrolkresi dan DAERAH
Semuz fuat k kualites
KelfDesa pencegahan dan fpalayanan publik serta
b Ingk riset dan
korupsi, narkaba, judl, knologi
dan penyeludypan,
5,02.02.2.02.0005 | Koordinasl, Fasiitasi, Asistens), Jumlah Dokumen Masif 84 Doktmen |184 184 Dekumen|184 184 1B.830.000,00 28.830,000,00 18.230.000,00/ 0,00]Kab. Kendal, | PENDAPATAN |Mi kuat reformas! |P tata kelola 52 20.000.000,00 |BADAN FENGELOLAAN
k Supervisl, h (| Fosilitas), Asistens] Dexumen Dekumen  |Dekumen Semua ASUYDAERAH [politlk, hukum dan pemerintahan, reformasl Ookumen KEUANGAN DAN ASET
dan Evalupsl Pengelclaan Dana Sinkronisast Suparvisi. Kecamatan, {PAD) birokrasl, se! birokres| dan |DAERAH
Perimbangan dan Dara Transfer Monitoring. dan Evaiuosi Semua kuat ingk kualites
Lalanya Fengelolaan Oana Parimbangan Kel/Desa pensegahan dan pelayansn publik serta
don Dana Transfar Lainnya b rlset dan
korupsl, narkoba, Judl, |teknologi
dan penyefudupan.
5,02.02.2.02.0009 |Rekonsillasi Date Pengtimeandan  [umlak Dokumen Hosif 2 Dokumen |2 Dokumon {2 Dokuman |2 Bokumen |2 Dekumen 29.510.000,00 29.510.000,00 15.110,000,00/ +14.400.000,00fKab. Kend', FPENDAPATAN |Memparkuat refarmasi | Peningk ata kelola 2 Dokumen 45.000.000,00| BADAN FENGELOLAAN
Kes sertaF konsilias! Data F h dan Semua ASLE DAERAH | politlk, hukum dan pamarintshan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
dan Pemotongan atas SP2D dengan | Pengeluoron Kes sarto FKecamatan, {PAD) blrakrasl, serta birokiesi dan DAERAH
Instans Terkalt Pemungutan don Pemotongon Semua parky p k kualitay
atos SP20 dengan instonsi Tarkait Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serts
b k riset dsn
korupsl, narkoba, Judi, |teknalogi
dan peayeludupan,
5,02.02,2.00.0010 | Pemyusunan Petunjuk Teknls [ umlah Patunjuk Teknis 5 Dokumen |5 Dokumen |5 Dokumen |5 Dokumen |5 Dokumen 52.496.000,00 52.496.000,00 41.896.000,00 -10.800.00G,00| Kab. Kendal,  |PENDAPATAN |M kugt reformasl |P k tata kelola 5 Dakumen 40.000.000,00[ BADAN PENGELOLAAN
a8l K vang d Ik yang Semua ASLI DAERAH | politik, hukum dan pemerintahan, reformas| KEUANGAN DAN ASET
k dengan F dan  |Berkakan dengan Kecamatan, (PAD) birokrasl, serta Ebirokrasl dan DAERAH
Pengeluaran Kas serta don Pengaluaran Kas serta Semua k | kualitas
Penstausahean dan Fenctausohaan don Kel/Dosa pencegahan dan Ipelayanan publk serta
Pertanggunglawatan Sub Keglatan | Pertonpgunglawaban Sub - P Hset dan
Keglaton korupsl, narkoba, Judl, [teknologi
dan penyeludupsn,
5.02.02.2.03 Koordinasl dan Pelaksanaan Juro'ah CFD vang dibinadalam |51 0PD 510p0 51 GFD S10FD 51 08D 142.786.000,00 136.938,000,00 136.926.000,00 -5.850.000,00 510PD 237,600.000,001
k | dan Pelaporan p Iaporanh
Darrah
$5.0202203.0001 |Koordinasl Pelaksanaan Akuntansi  |Jumlak Loporan Hasil Koordinast |79 Laporan |79 Laporan |79 Laporan |79 Leperan |79 Laporan 11,542.000.00 11.543,000,00 11.543.000,00] 0,00 Kab, Kandal, PENDAPATAN |Memperkust reformas! fPeningkatan tota kelala 94 Leporan 40.000,000,00] BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan dan Pengel Koy  |Pelak Semua ASU DAERAH | pelitli, hukum dan tpemerintahan, reformas! KEUANGAN DAN ASET
Daerah FPenarimaan don Pengeluoron Kas Kecamatan, (PAD) birokrasl, sarta birokrasl dan DAERAH
Dasrah Semua perk k kuzlites
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
pembx : fiset den
korupsl, narkoba, Judl, |teknelogl
dan penyeludupan.
502.02,263.0003 | Kosrdinasl Penyusunan Laperan [ Jumigh Loporan 5 Laparan Staporan |5 Laporan SLlaporan |SLeperan 86,405.000.00, E6,405.000,00] £6,405.000,00, 0,00]| Kab. Kendsl, PENDAPATAN |Memperkuat reformasl E tata kelola 12 Laporan 110.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
P F b Semua ASLI DAERAH |politic, hukumdan  [pemetintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
APBD Bulanan, Triwulanan dan Peicksonaon APSD Bulanar, Kecamatan, {PAD) birgkrasl, serta birokrasl dan DAERAH
Semesteran Triwuignen don Samasteron Setnua perk lualitos
Kel/Desa pancegahan dan publik serta
5 Ingk rlset dan
korupsl, narkoba, Judl, [teknologl
dan penysiudupan,
502022030004 |Kensalidasl Laporan Kevangan SKPD, [Jumith Loporan Kewengon SKPD, |0 51 Laparan |51 Laperan |51 Lsporan |51 Laperan 9.577.000,00 9.577.000,00 9.577.000,00| 0,00 Kab. Kendsl, PENDAPATAN |Memperkust reformast |Penlagkatan tate kelcla E1 Laparan 35,000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
BLUD dan Laporan Keugngan BLUE don Laporan Kevangan Semus ASLI DAERAH | politix, hukum dan pemerintahan, refarmas KEUANGAN DAN ASET
Pemesintah Dasrah Pemerintoh Dearah yang Kegamatan, (PAD) birokrasl, serta blrokrest dan DAERAH
Tarkensolidasi Semud k IngH kualites
Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
1 tiget dan
korupsl, narkoba, Judl, |teknologl
dan panyeludupan.
502002630006 |Penyusunan Tanggapan/Tindak Jumioh Dokumen -] 2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen 4.811.000,00 4.821.000,00 4.411.000,00| 0,00 Kab, Xendal, P AN h fi | [P tata kelcla 2 Dokumen 5,060.000,00] BADAN PENGELOLAAN
Lanjut Terhadep LHP BPK atas Tonggapan/Tindak Lanjut Semua ASL| DAERAH | polRtik, hukym dan bpemerintahan, Jefarmas) KEUANGAN DAN ASET
Laperan Per jawa b p LMP BPK atas Laporon | Xecamatan, {(PAD} birokrss!, serta blrokrasi dan DAERAH
Pelaksannan AFBD Partanggungiowaban Semua memperkuat peninglkatan kualitad
Pelakszrinan APBD Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
pemberantasan peningkatan riset dan
korups!, natkaba, judl, |teknoiogl
dan penyeludupan.
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5.02.02.2.83.0009 fPPenyusunan Kebijekan dan Panduan |Jumiah don Pand: 2 2 Dokumen |2 Dokumen 2 Dokumen |2 Dokumen 8.029.000,00) 8.029.000,00 £.029.000,00 0,00[Kab. Kendal, PEMDAPATAN reformasl ingh tata kefola 4 Dokumen 15.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Teknls O lanal | Teknis i Semua ASLE DAERAK | politik, hukum dan pemerintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Akuntans| Pemerlntah Daerah Penyelenggaraen Akuntansf [Kecamatan, {PAD) birakrasi, serta birokrast das DAERAH
Pemiénintoh Daerah Semua memperkust peningkatah kualitas
Kel/Desa han dan ] publik serta
pemberantasan k Hset dan
korupsl, narkaba, Judl, knologi
dan penyeludupan.
5.02.02.2.03.0011 JPemblnaar Akuntansi, Pelaporan Jumiah Qrong yang Mangikuti o 31 Orang 310nng 310rang  [310rang 22.421.000,00 316,571.000,00 36.571.000,00 +5.850.000,00{ Kub. Kenda, PENDAPATAN [N k peformasi |Peringk tata kelala 31Crang 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
dan Pembinaon Akuntansl Pelaporan Semua ASU DAERAH | politlk, hukum dan Ipemerintahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
dan Pertongpunglowaban Kecamatan, {PAD) blrokrasi, serta birckrast dan DAERAH
Pertanggunglawaban Pemerintah Femerintch Xobupaten/Kota Semus mempearkuat paningkatan kualias
Kabupaten/Xota Kel/Dest pencegahan dan pefayanen publikserts
pemberantasan peningkatan riset dan
korups!, narkoba, judt, Jtaknotagl
dan penyeludupan.
502.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Jurslah Inporan 1% Laporan  [265 Laparan | 268 Lapofan [266 Laparan]256 423346239.805,00| 260.152.127.282,00( 401.487.510.832,00 <21.878.728.973,00 268 430.7 50.000.000,00
loh Daergh irma DD,ADD, Bagl Leporan Laporat
hasil pajak dan
retribusl, serta bantuan
bt e
5.02,02.2.04.0008 |Amalisls Perencansan fan Jurnloh Laporan Hasfl Anolisis 268 Laporan |266 Laporan |266 Lagoren | 266 Laparen|268 370667.165.377,00) 221.3565634.300,00] 331.727.965377,00 =38.939.140.000,00{ Kab. Kendal, PENDAPATAN | Memperkuat reformas! | Peningk tota kelola 266 380.000,000.000,00] BADAN PENGELOLAAN
P ! Bantuan F dan Peryal Laporan Semua ASL) DAERAH | politlk, hukum dan pemerintahan, refosmasly Laporan KEVANGAN DAN ASET
Bantucn Keusngan (PAD} birckrasl, serta birakrasl dan DAERAH
Semua memperkuat paningkatan kusiitas
XeVDesa han dan lay publik serta
pemberentasan peningkatan riset dan
korupsl, narkoba, Judi, |taknologi
dan penyeludupan.
502022040009  |Pengelclaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1laporan |1 Laparen 1lsporan |2 Laporan 5.000.000.000.00 7.500.000,000,00/ 14.467,1328,341.00/ 9,467.235.341,00| Kak, Kandal, PENDAPATAN |Memperkust reformasl rPenlnghnn tata kelols 1 Laporin 7.750.000.000,00| BADAN PENGELCLAAN
Mandesak Pengelalozn Dana Darurat dan Semua ASLI DAERAH | politik, hukum dan pemerintahan, reformasl KEUANGAN DAN ASET
Mendesak Kecamatan, {PAD} birckresl, serta birokras! dan DAERAH
Semua | memperkuat peningkatan kuslitas
Kel/Desa pencagahans dan pelayansn publik serta
pemb Ingh tlsgt dan
korupsl. narkoba, Judl, [teknologl
dan penyeludupan,
£02.02,2.04.0010 [Pengelolaan Dana baglHasll Jumiah Loporan Rasit 1 Lleparan 1Csporan |1 Laporan 1Laporan |1Llaporan 47.679.134.428,00 31.286.442.961,00| 55.272.209.114,00 7.593.174.686,00 ] Kak. Kendal, PENDAPATAN [Memperkuat reforsasl | Penlngkatan tata kelofa 1 Laporan 43.000.000.000,00| PADAN PENGELDLAAN
Kabupaten/Kota FPengaloioan Dena bag! Hasit Setnua ASLI DAERAH  |politik, hukum dan pemerintshan, reformas KEUANGAN DAN ASET
Kobupaten/Kota (PAD) Birgkrasl, barta blrokrasl dan DAERAH
Semua kuat ingkatan kuglitas
Kel/Desa pencegahaz dan pelsyanan publlk serts
v peningk riset dan
korups, narkoba, Judl, [teknologl
- dan penyeludupan.
502.022.05 Pangelclaan Data dan implementas! |Jumish Data Base Sistem infarmasi |2 Dekumen |2 Dokumen |2 Dekumen |2 Dokumen |2 Dekumen 23.760.000,60| 23,700.000,00 108,200.000,00 82,500.000,00 2 Dokumen 43,000.000,00
Slstern Inf il Daerih yeng ara
Lingkup Xeuangan Daerah
502.022.050000 |Implementas! dan Pemeliharaan Jumich Dokumen Masil 1 bckumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumnen |2 Dokuman 23.700.000,00 23,700.000,00 106.200.000,00 82.500.000,00Xab. Xendal, |PENDAPATAN |Memperkunt refarmasl [Peningkatan tata keloln 2 Dokumen 43,000.000,00{ BADAN PENGELOLAAN
Slstem Inf I F Daereh dan P h Semua ASLIDAERAH |poiitik, hukum dan tpemerintahan, reformast KEUANGAN DAN ASET
Bidang Keuangan Baerch Sfatem Informosi Pemerintak IKecarmatan, (PAD) blrokras), serta birokras? dan DAERAH
Daerok Bidang Keuangan Dasrah Semua park k kualhas
[K=l/Desa ]pencegahan dan | publik serta
k k riset dan
korupsh, narkeba, Judi, [teknologi
dan panyaiudupan.
3, |5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG |Parsoatase aset duarsh yang 100% 100% 100% 100% 100% 1,364.827.000,00 1.357.407.000,00/ 1.447.407.000,00 62.580.000,00 Perangkat |100% 2.190,000,000,00
MILIX DAERAH Ragrah
50203201 Pengelolaan Barang Millk Daerah Jumlah barang millk 100% 100% 100% 100% 100% 1.364.827.000,00 1,357.407.000,00 1.447.407.000,00 82.580.000,00 100% 2.150.000.000,00
dasrab vang dikelola
5.02.03.2.010001 |Penyusunan Standar Karga  tumlah Standar Harge yang 1 Dokumen |1 Dokumen |1Dokumen [: Dokumen |1 Dokuman 303.000.000,00 303.000.000,00 392.000.000,00| 90,000.000,00] Kah, Kandaf, PENDAPATAN |Memperkust reformasi | Paningkatan tata kelols 1 Dakumen $50.000.000,00| RARAN PENGELOLAAN
Disusun Semus ASLI CAERAK | politik, hukum dan pamesintakan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, (PAD) birckrosl, serta birokrasl dan DAERAH
Sermus park h kualitas
Xel/Desa pencsgahan dan pelayanan publik sarta
pemberantasan peningkatan riset dan
korupsi, narkaba, Judi. |teknalogi
dan penyeludupan,
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502032010003 |F P Jumloh Rencana Kebutuhan 2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen |2 Dokumen 11.200.000,00 11.200.0006,00 11.200.000,00 0,00{Kab. Kenda', PENDAPATAN kuat ref | {P L tata kelola 2 Dokumen 23.000,000,00] BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Dazrah Barang Milik Daerah Semua ASU DAERAH  [polttik, hulum dan pemerintehan, refosrmasl XEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, {PAD) Ibirokrasi, serta birokrasi dan DAERAH
Semua kuat ingk kualitas
Kal/Dasa pancegahan dan pelayanan publlk serta
by riset dan
katupst, narkoba, fudi, |teksalogl
dan penyeludupan,
502,03.2.010005 |Penatarsahaaa Barang Milik Daerah |Jumlah Laporan Penatauschaon |1 Lapotan 1Llaporan |1Leporan 1laporan {1laparan 475.8397.000,00 475.857.000,00 475,897.000,00 0,00]| Kab. Kendal, PENDAPATAN [Memperkust refarmast | Panlngiatan tata kelola 1 Laperan 850.000.000,00| BADAN PENGELOLAAN
Barang Miltk Doergh Semua ASLI DAERAH | palitlk, hukum dan pemerintahan, reformasi KELANGAM DAN ASET
Kecatratan, (PAD) blrakrasl, serta birakras! dan DAERAH
Semua memperkuat peningkatan kualltas
KelfDess pencegahan dan pelayanan publik serta
pemb: Ingk 1iset dan
korupsl, narkoba, judl, |teknolog
dan panyatudupan,
5.02.03.2.01.0006  |Inwentarisesl Barang Milik Daerah Jumileh Laporan Hasil 1 Laporan 1laporen  |iLeparen 3 Lapatan |1 Laporan 55.000.000,00) 39.000.000,00' 39.000.000,00 0,00|Kab. Kendal,  [PENDAPATAN |Memperkust reformas! [Peningiatan tata kelola 1 Laporan 82.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Inventarisasi {LKI) Borong Mk Semua ASLIDAERAH |poittik, hvkum dan pemerintahan, retormasl KEUANGAN DAN ASET
Daerah {Kecamatan, {PAD) birokrasl, serta bliralras] dan DAERAH
Semua memperkuat peningkatan kualitas
Kel/Cesa pancegahan dan pelaysnan publik sarta
pemberantaian peningkatan rlset dan
korupsl, narkoba, judl, |teknolegl
dan penyeludupan.
5.02.032,01.0010 |Optimallsasl Penggungan, Juniah Dekumen Hasil 50ckymen |5 Dokumen |5Dokumen |5 Dokumen |5 Dokumen 328.230.000,00 328.230.000,00 328.230.000,00 £,00]Keb. Kendal, PENDAPATAN |Memperkuat reformasi {Peningkatan tats kelola S Dokumen 580.000.000,00|BADAN FENGELDLAAN
F . [ dah lisasl ¢ Semua ASLI DAERAH |politl, hukum dan pomeriatahan, reformasi KEUANGAN DAN ASET
[ han, dan Pengh Kecamatan, (PAD) k serta bitokrast dan DAERAM
Barang MIilk Daerah Pemindahtanganan, Sermua kuat K hualitas
Pemusnohan, dan Penghapusan Kel/Desa pencegahan dan pelayanan publik serta
Barang Miik Baerah [ Ingk Tlsat dan
kerupsl, narkaba, [udi, Jteknolagl
dsn penyeludupsn.
5.02.03.2.01.0012  |Penyusunan Laporan Barang MUk  [Jumlah Laporan Barang Milik 3z Loporan |12 Leporan |12 Laporsn |12 Laporan |12 Laporan 207.500.000,00 200.080.000,00 200,080.000,00 =1 420,600,00[Kah, Kendal, PENDAPATAN |Memperkuat reformasl |Peningkatan tata kelala 12 Lapofan 305.000,000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Paersh Dadroh yong Disusun Semua ASLIDAERAH 1poittik, hukum dan tpemerintahan, refarmasl KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, {PAD} birokrasi, serta tirokras! dan DAERAH
Semua klat kuslitas
Kel/Deta pencegahan dan palayanen publtik serte
k clset dan
karupsi, narkoba, judi, |teknalogh
dan penyeludupan.,
JUMLAM 435,706.844.292,00| 372.660.787.429,00| 413.293.114.844,00 =22.413.725.448,00 £45.837.500.000,00|
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Secara keseluruhan, anggaran BPKAD Kabupaten Kendal mengalami
penyesuaian dari Rp435.706.844.292 menjadi Rp413.293.114.844, sehingga terdapat
pengurangan sebesar Rp22.413.729.448. Penyesuaian tersebut terutama berasal dari
efisiensi anggaran pada beberapa subkegiatan, disertai dengan penambahan anggaran
pada subkegiatan yang membutuhkan dukungan pendanaan lebih besar untuk
menjamin pencapaian target kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran mengalami
penurunan dari Rp10.069.035.487 menjadi Rp9.569.805.012, atau berkurang
sebesar Rp499.230.475, sedangkan target capaian tetap sebesar 100%.
Penyesuaian anggaran dilakukan terutama melalui efisiensi dan penyesuaian
kebutuhan riil pelaksanaan administrasi pemerintahan internal BPKAD.
Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, anggaran berkurang dari Rp59.730.000 menjadi Rp50.000.000.
Pengurangan terutama terjadi pada subkegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target masing-masing tetap
dipertahankan, namun anggaran pencetakan dan penggandaan dokumen tidak lagi
dialokasikan pada kedua subkegiatan tersebut karena kebutuhan tersebut dapat
dipenuhi melalui anggaran pada subkegiatan lainnya. Dengan demikian,
pengurangan pagu tidak mengurangi target keluaran yang telah ditetapkan.
Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu mengalami
pengurangan sebesar Rpl100.256.975, dari Rp7.737.132.987 menjadi
Rp7.636.876.012. Perubahan tersebut terjadi pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN sebagai hasil dari efisiensi anggaran dan perhitungan kebutuhan gaji
secara lebih presisi. Meskipun pagu berkurang, target pembayaran gaji dan
tunjangan tetap dipertahankan.
Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, anggaran sebesar
Rp12.500.000 tidak lagi dialokasikan dalam Perubahan Renja. Hal ini berkaitan
dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang menggunakan
anggaran dari BKPSDM, sehingga tidak diperlukan penganggaran kembali pada
BPKAD. Penyesuaian ini tidak mengurangi target pengembangan kompetensi
pegawai karena kegiatan tetap dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran dari
perangkat daerah yang berwenang.
Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu mengalami penurunan
dari Rp1.397.646.000 menjadi Rp1.090.682.750. Penyesuaian tersebut berasal dari
beberapa subkegiatan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mengalami
penambahan sebesar Rp8.840.000 sebagai akibat perubahan harga barang.
Sebaliknya, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami efisiensi sebesar

Rp10.508.500. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak
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lagi dialokasikan karena kebutuhan bahan bacaan dapat dipenuhi melalui media
internet.
Selain itu, anggaran Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
dikurangi sebesar Rp262.184.000 sebagai bagian dari efisiensi anggaran,
sedangkan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dikurangi sebesar
Rp40.110.750. Dengan demikian, perubahan pada kegiatan administrasi umum lebih
diarahkan pada penyesuaian terhadap kebutuhan riil dan efisiensi penggunaan
sumber daya tanpa mengganggu kelancaran pelayanan administrasi internal
BPKAD.
Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, pagu berkurang dari Rp116.000.000 menjadi Rp37.383.500. Penurunan
tersebut terutama berasal dari efisiensi anggaran pada pengadaan peralatan dan
mesin lainnya sebesar Rp89.100.000. Sementara itu, pengadaan mebel mengalami
penambahan sebesar Rp10.483.500 karena adanya perubahan harga barang.
Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual dan perkembangan
harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu mengalami
pengurangan dari Rp479.106.500 menjadi Rp411.282.750. Pengurangan berasal
dari efisiensi penyediaan jasa surat-menyurat, penyesuaian pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik berdasarkan kebutuhan riil, serta
pengurangan anggaran jasa pelayanan umum kantor karena sebagian tenaga
outsourcing telah beralih status menjadi PPPK.
Sementara itu, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan anggaran dari Rp266.920.000
menjadi Rp343.580.000 atau bertambah sebesar Rp76.660.000. Penambahan
tersebut terutama disebabkan meningkatnya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan
mesin serta bertambahnya pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya. Adapun pemeliharaan kendaraan dinas tetap menggunakan
pagu sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program dengan alokasi
anggaran terbesar. Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, pagunya mengalami
penurunan dari Rp424.272.981.805 menjadi Rp402.275.902.832, atau berkurang
sebesar Rp21.997.078.973, sementara target capaian program tetap sebesar 100%.
Perubahan terutama merupakan hasil penyesuaian anggaran pada pengelolaan
bantuan keuangan, efisiensi beberapa kegiatan, serta penambahan kebutuhan pada
pengelolaan dana darurat dan mendesak serta dana bagi hasil.
Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, pagu
berkurang dari Rp415.580.000 menjadi Rp305.580.000. Meskipun demikian, seluruh
target dokumen tetap dipertahankan. Pengurangan anggaran terutama berasal dari

subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran,
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yang mengalami pengurangan sebesar Rp110.000.000 karena anggaran untuk
kegiatan Bimbingan Teknis TAPD dihilangkan. Sementara subkegiatan KUA dan
PPAS, Perubahan KUA dan PPAS, RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, serta
penyusunan APBD dan Perubahan APBD tetap dipertahankan sesuai target yang
telah ditetapkan.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, anggaran
berkurang dari Rp344.676.000 menjadi Rp259.676.000. Penyesuaian tersebut
terutama terjadi pada subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah karena
adanya pengurangan jasa konsultansi yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu,
terdapat efisiensi anggaran pada rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas
serta penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. Sementara pelaksanaan
koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi
pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya tetap dipertahankan
sesuai target.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, pagu mengalami penurunan dari Rp142.786.000 menjadi Rp136.936.000.
Penyesuaian terutama terdapat pada subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk efisiensi
anggaran. Adapun subkegiatan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran
kas, penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD bulanan, triwulanan dan
semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan pemerintah daerah,
penyusunan tanggapan atas LHP BPK, serta penyusunan kebijakan dan panduan
teknis tetap dipertahankan sesuai target.

Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
pagu mengalami penurunan dari Rp423.346.239.805 menjadi Rp401.467.510.832.
Perubahan terbesar terjadi pada subkegiatan Analis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan, yang mengalami pengurangan sebesar Rp38.939.140.000
sebagai akibat penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa.

Di sisi lain, subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak mengalami
penambahan sebesar Rp9.467.236.341, terutama karena adanya penambahan
Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk persiapan penanganan bencana. Subkegiatan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota juga mengalami penambahan sebesar
Rp7.593.174.686 sebagai akibat perubahan penghitungan bagi hasil kepada desa.
Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan
fiskal dan kondisi aktual daerah.

Pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah, anggaran meningkat dari Rp23.700.000 menjadi
Rp106.200.000 atau bertambah sebesar Rp82.500.000. Penambahan tersebut
diperlukan karena bertambahnya jenis pemeliharaan jaringan pada implementasi dan
pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah.

Peningkatan dukungan anggaran ini penting untuk menjamin keberlangsungan
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sistem informasi, kualitas layanan, serta kelancaran pengelolaan data keuangan
daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pagu mengalami peningkatan dari
Rp1.364.827.000 menjadi Rp1.447.407.000, atau bertambah sebesar Rp82.580.000.
Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan dukungan anggaran terhadap
pengelolaan aset daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan data aset.
Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa subkegiatan tetap
dipertahankan sesuai target, antara lain perencanaan kebutuhan BMD,
penatausahaan BMD, inventarisasi BMD, optimalisasi penggunaan / pemanfaatan /
pemindahtanganan / pemusnahan dan penghapusan BMD. Hal ini menunjukkan
bahwa fungsi dasar pengelolaan BMD tetap menjadi prioritas dalam mendukung
tertib administrasi dan akuntabilitas aset daerah.
Subkegiatan Penyusunan Standar Harga mengalami penambahan sebesar
Rp90.000.000 karena adanya kebutuhan tambahan biaya jasa konsultansi terkait
aset. Sementara Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah mengalami pengurangan
sebesar Rp7.420.000 sebagai bentuk efisiensi anggaran. Meskipun terdapat
penyesuaian pagu, target pengelolaan BMD tetap diarahkan untuk mencapai hasil
yang optimal dan mendukung penyajian data aset yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Secara umum, perubahan Renja BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026 lebih
diarahkan pada penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan riil, efisiensi belanja,
perubahan harga, perubahan kebijakan, serta penanganan kebutuhan yang bersifat
prioritas dan mendesak. Pengurangan anggaran pada beberapa subkegiatan tidak
serta-merta mengurangi target kinerja, karena dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
terhadap kebutuhan pelaksanaan dan kemampuan untuk mencapai target dengan
sumber daya yang lebih efisien.

Pada saat yang sama, penambahan anggaran diberikan pada subkegiatan
yang membutuhkan dukungan lebih besar, antara lain pemeliharaan sarana dan
prasarana, pengelolaan dana darurat dan mendesak, pengelolaan dana bagi hasil,
pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, serta jasa konsultansi terkait aset.

Dengan demikian, Perubahan Renja Tahun 2026 diharapkan mampu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, menjaga kesinambungan
pelayanan administrasi pemerintahan, memperkuat kualitas pengelolaan keuangan
daerah, meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas Barang Milik Daerah, serta
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD tetap berjalan secara optimal sesuai

target kinerja yang telah ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan

kondisi, kebijakan, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

sampai dengan tahun berjalan. Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam

melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 agar tetap selaras dengan

sasaran pembangunan daerah dan pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang perlu

mendapat perhatian.

a.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus senantiasa memperhatikan
pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan prioritas
pembangunan daerah, kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kendal. Seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan
untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki peran

strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Oleh karena
itu, keberhasilan pelaksanaan Renja memerlukan koordinasi, sinergi, dan komitmen
yang kuat, baik antarunit kerja di lingkungan BPKAD maupun dengan seluruh
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah
direncanakan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan akan dilakukan
dengan memperhatikan skala prioritas. Prioritas diberikan kepada kegiatan yang
secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis BPKAD, pemenuhan
kewajiban Pemerintah Daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, serta

pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

. Adanya kebijakan efisiensi anggaran, perubahan regulasi, perkembangan kondisi

perekonomian, maupun perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu,
diperlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi kualitas pencapaian

kinerja yang menjadi prioritas.

. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia perlu terus dilakukan melalui

peningkatan efisiensi, efektivitas, koordinasi, pengendalian internal, serta
pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah

dan barang milik daerah. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi,

40



termasuk implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, menjadi
bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran dan
pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan BPKAD sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaannya, seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan BPKAD
Kabupaten Kendal wajib menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Setiap
pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus berorientasi pada pencapaian
target kinerja, kualitas pelayanan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta
peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Efektif, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran
dan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Efisien, yaitu penggunaan sumber daya dan anggaran dilakukan secara hemat, tepat
guna, dan memberikan manfaat yang optimal.

3. Akuntabel, vyaitu seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Transparan, yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan
secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Terukur, yaitu setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan dengan
memperhatikan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Terintegrasi dan sinergis, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan
kerja sama antarbidang serta dengan Perangkat Daerah terkait.

7. Berorientasi pada hasil, yaitu seluruh sumber daya yang digunakan diarahkan untuk
menghasilkan manfaat dan capaian kinerja yang optimal.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun
2026 dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
realisasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam pengambilan
kebijakan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perubahan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, langkah-langkah yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai

dengan Perubahan Renja dan perubahan kebijakan anggaran Tahun 2026.
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2. Menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil pembahasan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2026.

3. Melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan target kinerja dan
prioritas yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya dan anggaran
yang tersedia.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan BPKAD serta dengan
Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan
keuangan daerah dan barang milik daerah.

5. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja.

6. Melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan apabila terdapat hambatan
atau permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja dan
penyerapan anggaran.

7. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja dalam seluruh proses pelaksanaan
program dan kegiatan.

8. Menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 sebagai
bahan penyempurnaan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja BPKAD
Kabupaten Kendal pada tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh
program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini sangat
ditentukan oleh komitmen, koordinasi, dan partisipasi seluruh aparatur di lingkungan
BPKAD Kabupaten Kendal serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Perubahan Renja Tahun 2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026, serta menjadi
dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Kendal, 2026
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